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ABSTRAK 
 
 
Disty Novanti Angrraeni. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), 
Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan 15 Juni – 15 Agustus 2015. 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi praktikan bertujuan untuk 
mendapatkan informasi yang berhubungan dengan studi praktikan guna 
memenuhi salah satu mata kuliah program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian yaitu  
ditugaskan pada Sub Bagian Pembendaharaan dan Gaji. Tugas yang diberikan 
kepada praktikan mengenai pengelolaan Pembendaharaan dan Gaji yang antara 
lain : memeriksa dokumen perjalanan dinas dalam negeri, pemasukan data 
perjalanan dinas dalam negeri, memeriksa pajak surat setoran pajak pengadaan 
barang/jasa, memeriksa dokumen honor pegawai bagian direktorat jenderal IKM. 
Dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, praktikan mendapatkan pengalaman 
dan mengetahui sistem keuangan pada sub bagian pembendaharaan dan gaji pada 
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian. 
 
 
Kata Kunci : Perjalanan Dinas dalam Negeri, Surat Setoran Pajak, Honor 
Pegawai. 
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ABSTRACT 
DISTY NOVANTI ANGGRAENI. The Intership Report at the Finance 
Division Directorate General of Small and Medium Enterprises (SME), the 
Ministry of Industry, South Jakarta June 15 to August 15, 2015. 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. Implementation the Intership Practice for the practitioner aims to obtain 
information related to the study interns to fulfill one of the subjects S1 
Management Faculty of Economics, University of Jakarta.  
Internee implement internship in Finance Department Directorate 
General of Small and Medium Industry Ministry of Industry. Interns assigned to 
Sub-Division of Treasury and Payroll. The task given to the practitioner 
regarding the management of Treasury and salaries include: checking documents 
domestic official travel, inputting data domestic official Travel, checking the tax 
payment of goods / services, checking the documents of employees honor section 
of the Directorate General of SMEs. From the implementation of this Intership, 
Interns gain experience and know the financial system in the Sub Division of 
Treasury and salary at the Directorate General of Small and Medium Enterprises, 
the Ministry of Industry. 
 
Keywords : domestic official Travel, tax payment of goods or services, employees 
honor 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang PKL 
Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada 
pemberian teori dan praktik dalam skala kecil dengan intensitas yang 
terbatas, agar dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang 
muncul di dunia kerja, maka mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan 
kerja secara langsung di instansi/lembaga yang relevan dengan program 
pendidikan yang diikuti, sehingga setelah lepas dari ikatan akademik di 
perguruan tinggi yang bersangkutan, mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu 
dan pengalaman yang telah diperoleh selama masa pendidikan dan masa 
pelatihan kerja untuk melanjutkan kiprahnya di dunia kerja yang sebenarnya. 
Sebab, untuk dapat terjun langsung di masyarakat tidak hanya dibutuhkan 
pendidikan formal yang tinggi dengan perolehan nilai yang memuaskan, 
namun diperlukan juga ketrampilan (skill) dan pengalaman pendukung untuk 
lebih mengenali bidang pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 
Oleh karena itu, mahasiswa perlu melakukan penelitian yang rinci serta 
terjun langsung untuk memahami setiap permasalahan yang muncul di dunia 
kerja.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat menjadi 
saranapembelajaran yang efektif bagi mahasiswa untuk menjadi manusia 
yang kompetitif. Dengan pengalaman di dunia kerja, mahasiswa dapat 
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belajar untuk mengembangkan dirinya secara kognitif, efektif, dan 
psikomotorik. 
Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan PKL pada 
Pembendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan 
Menengah Kementerian Perindustrian. Dalam rangka pengelolaan keuangan 
negara yang efekif dan efesien serta tercapainya transparasi dalam 
pengelolaan keuangan, Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk terus 
memperbaiki diri dan meningkatkan tata kelola agar lebih baik. Proses 
pertanggungjawaban anggran merupakan suatu bentuk akuntabilitas atas 
pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh masing – masing Satuan 
kerja. Sejalan dengan Reformasi dalam Tata Kelola Keuangan telah 
diterbitkan perubahan peraturan dalam tata cara pembayaran tagihan negara 
yang mengakibatkan perubahan dalam tahapan proses pertanggungjawab. 
Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Nomor : 
01/IKM/PER/1/2015 tentang Tata Kelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) Tahun 2015 ini disusun untuk memberikan kesamaan bagi Satuan 
Kerja  dalam proses pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga tercapai 
pengelolaan anggaran sesuai kaidah yang ditetntukan. Terlepas dari itu 
semua, Pembendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil 
Dan Menengah yang memiliki struktur organisasi yang besar memerlukan 
adanya suatu bagian yang mengatur dan memberikan pedoman terkait bidang 
manajemen yang berkaitan dengan keuangan untuk membangun sebuah 
sistem yang baik. 
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1.2. Maksud dan Tujuan PKL 
Program Praktik Kerja Lapangan yang diterapkan oleh Universitas 
Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 
sebagai upaya mahasiswa untuk beradaptasi dengan dunia kerja serta melihat 
secara nyata keadaan dunia kerja yang sesungguhnya, untuk mencoba 
mengasah kemampuan dan keterampilan kerja para mahasiswanya, dan untuk 
mengimplementasikan ilmu - ilmu yang sudah dipelajari selama di bangku 
perkuliahan. 
Adapun maksud praktikan melaksanakan Praktik keja Lapangan (PKL) 
antara lain : 
1. Menerapkan teori – teori yang telah dipelajari didalam perkuliahan ke 
dalam bidang pekerjaan pada Pembendaharaan di lingkungan Direktorat 
Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian.. 
2. Mempelajari kegiatan – kegiatan  Pembendaharaan yang dilakukan 
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian 
Perindustrian dalam hal memproses pertanggungjawaban anggaran negara. 
3. Menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Industri 
Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian. 
Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan yang ingin dicapai oleh 
praktikan antara lain: 
1. Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan 
pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 
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2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktik dalam dunia 
kerja sehingga dapat memberikan bekal kepada mahasiswa untuk terjun 
langsung kelapangan. 
3. Membangun relasi dan hubungan baik antara peserta, kampus, dan tempat 
praktik kerja dilaksanakan. 
 
1.3. Kegunaan PKL 
Praktik kerja lapangan diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
kontribusi bagi praktikan, Universitas maupun perusahaan tempat praktikan 
melaksanakan PKL. 
1. Manfaat bagi praktikan : 
a. Melatih keterampilan dan kemampuan praktikan sesuai dengan 
pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di program 
studi S1 Manajemen FE-UNJ. 
b. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri 
dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki 
praktikan. 
c. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang.  
d. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi 
yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di 
lingkungan kerjanya.  
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2. Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 
Manajemen FE: 
a. Menjalin hubungan kerjasama yang berkelanjutan dalam dunia 
pendidikan khususnya program Strata I Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi tempat praktikan 
melaksanankan PKL (Kementerian Perindustrian) 
b. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran, kritik, untuk 
menyempurnakan dan memperbaharui kurikulum yang sesuai dengan 
kriteria yang dibutuhkan perusahaan. 
c. Bahan masukan sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan 
kemampuan sumber daya manusia mahasiswa UNJ. 
3. Manfaat bagi perusahaan tempat praktikan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan: 
a. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di instansi tempat 
magang praktikan. 
b. Sebagai sarana kerja sama antara instansi tempat magang dengan 
Fakultas Ekonomi UNJ di masa yang akan datang. 
 
1.4. Tempat PKL 
Nama Instansi : Kementerian Peindustrian 
Bagian : Pembendaharaan di lingkungan Direktorat 
Jenderal Industri Kecil Dan Menengah 
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Alamat  : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 
Selatan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia. 
Telepon : 021 – 5255509, 021 – 5251761  
Fax : 021 – 5251449, 021 – 5255351  
Website : HTTP://IKM.KEMENPERIN.GO.ID 
Praktikan ditempatkan di bagian Keuangan Direktorat Jenderal 
Industri Kecil Dan Menengah khususnya di Pembendaharaan. Dalam struktur 
organisasi Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah, 
Pembendaharaan merupakan Sub bagian dari Keuangan Direktorat Jenderal 
Industri Kecil Dan Menengah yang dimana sebuah bidang/urusan yang 
berada di bawah bagian tersebut. 
 
1.5. Jadwal Waktu PKL 
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan dimulai dengan mencari referensi berbagai tempat PKL, 
dan akhirnya Kementerian Perindustrian menjadi pilihan praktikan. 
Praktikan mendapatkan info tentang program PKL atau magang di tempat 
tersebut dari salah seorang teman Praktikan yang kebetulan ayahnya sebagai 
Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 
(IKM), Kementerian Perindustrian. Selanjutnya Praktikan mengurus surat 
permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BAAK yang ditujukan ke 
Kantor Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), 
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Kementerian Perindustrian Pada tanggal 31 Maret 2015 surat permohonan 
PKL telah selesai dibuat oleh BAAK, kemudian pada 1 Juni 2015 
dilanjutkan dengan mendatangkan Kantor Direktorat Jenderal Industri Kecil 
dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian yang disertakan dengan 
pemberian surat permohonan PKL dan CV praktikan.  
Praktikan langsung mendapatkan konfirmasi dari Kepala Bagian 
Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), 
Kementerian Perindustrian. Praktikan diminta datang pada hari Senin,  15 Juni 
2015 pukul 09.00 WIB untuk langsung melaksanakan PKL di sana. 
 
2. Fase Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Direktorat Jenderal Industri Kecil 
dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian dan ditempatkan di bagian 
keuangan, pada Sub Bagian Pembendaharaan dan Gaji. Praktikan 
melaksanakan PKL selama kurang lebih dua bulan, dimulai tanggal 15 Juni 
2015 sampai dengan 15 Agustus 2015. 
Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai dengan Jumat, 
mulai pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB. Waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00, 
pada hari Jumat, istirahat pukul 11.30 – 13.30 atau dengan kata lain, sama 
dengan jam kerja karyawan lainnya. Dan di bulan Ramadhan, kegiatan PKL 
dimulai sama yaitu pukul 09.00 – 15.00 WIB dengan waktu istirahat sama 
pukul 12.00 – 13.00 WIB. 
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3. Fase Pelaporan 
Sebagai bukti telah melaksanakan PKL, praktikan diharuskan membuat 
laporan PKL, maka atas dasar itu praktikan menyusun Laporan ini ditujukan 
sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan mata kuliah PKL dan juga 
salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan dan menyelesaikan 
laporan PKL dimulai sejak Praktikan menyelesaikan PKL sampai dengan 
laporan ini selesai disusun.Laporan ini berisi hasil pengamatan dan 
pengalaman praktikan selama masa PKL di Direktorat Jenderal Industri Kecil 
dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian.Data-data yang praktikan 
gunakan diperoleh langsung dari instansi,khususnya dari Sub Bagian 
Pembendaharaan dan Gaji IKM.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
2.1 Sejarah Kementerian Perindustrian 
Sejak terbentuknya Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem 
presidensiil tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab 
sektor industri dan perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran 
yang dipimpin oleh Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo hingga berakhirnya tugas 
kabinet ini tanggal 14 November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir I, dengan 
sistem pemerintahan parlementer, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh 
Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo, yang selanjutnya menjabat Menteri 
Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sjahrir II dari tanggal 12 Maret 
1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. Selanjutnya, dalam Kabinet Sjahrir III, 
wewenang dan pembinaan sektor industri dan perdagangan kembali pada 
Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani, dibantu 
Menteri Muda Kemakmuran, Mr. Joesoef Wibisono. Dalam serah terima dari 
Kebinet Sjahrir III kepada Kabinet Amir Sjarifoedin I tanggal 3 Juli 1947, 
pembinaan sektor industri dan perdagangan masih tetap di bawah 
Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K.Gani dibantu oleh 
dua orang Menteri Muda yaitu I.J. Kasimo dan Dr. A. Tjokronegoro sampai 
berakhirnya Kabinet Sjarifoedin II pada tanggal 29 Januari 1948. 
 
 
 
10 
Pada Kabinet Hatta I yang ditandai adanya perubahan dari sistem 
parlementer menjadi presidensiil, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh 
Sjafroeddin Prawiranegara dan berakhir tanggal 4 Agustus 1949. Usai masa 
kabinet itu (tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949), sektor 
industri dan perdagangan dipercayakan kepada Ir. Indratjaja. 
Dalam Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 
Desember 1949, Ir. Indratjaja digantikan oleh I.J. Kasimo sampai berakhirnya 
Kabinet RIS dengan sistem parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember 
1949 sampai tanggal 21 Januari 1950, yang merupakan kabinet peralihan RI 
Yogyakarta. Selanjutnya dalam Kabinet Halim (RI Yogyakarta) dari tanggal 
21 Januari sampai dengan 6 September 1950, sektor industri dan perdagangan 
menjadi satu dalam Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang 
dipimpin oleh Mr. Tandiono Manoe. 
Kembali pada Kabinet Hatta dengan sistem parlementer, dari tanggal 
20 Desember 1949 sampai dengan tanggal 6 September 1950, sektor industri 
dan perdagangan masuk dalam wewenang dan tanggung jawab Kementerian 
Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda. 
Pada masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai 
dengan 27 April 1951, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian 
dipercayakan kepada Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo. Karena adanya 
perubahan dalam Kabinet tersebut maka Menteri Perdagangan dan 
Perindustrian diserahkan kepada Mr. Soejono Hadinoto. 
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Pada masa Kabinet Wilopo, sejak tanggal 3 April 1952, sektor industri 
dan perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang 
dipimpin oleh Mr. Soemanang. Kemudian Mr. Soemanang digantikan oleh 
Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo sampai tanggal 12 Agustus 1955. Masa 
Kementerian Perekonomian berlangsung selama 5 tahun, yaitu sampai 
Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang berakhir pada tanggal 9 April 1957. 
Dalam Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24 
Maret 1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo. Sementraa 
dalam Kabinet Ali-Roem-Idham, Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr. 
Boerhanuddin yang dibantu Menteri Muda Perekonomian, F.F. Oembas. 
Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda, 
sektor industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri; yaitu 
sektor perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin 
oleh Prof. Soemardjo, sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs. 
Rachmat Muljomiseno, sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian 
yang dijabat oleh Ir. F.J. Inkiriwang, berakhir pada tanggal 22 Juli 1959. 
Dalam Kabinet Kerja dengan sistem presidensiil sampai tanggal 18 
Februari 1960, Menteri Muda Perindustrian Rakyat dijabat oleh Dr. Soeharto 
dan Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pembangunan dijabat oleh 
Chairoel Saleh sementara Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Mr. Arifin 
Harahap. Dalam periode itu Chairoel Saleh juga ditunjuk sebagai Menteri 
Pembangunan dan Dr. J. Leimena sebagai Menteri Distribusi. 
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Ketika diberlakukannya program Pembangunan Nasional Semesta 
Berencana yang dimulai tahun 1961, pembinaan industri ditangani oleh dua 
departemen, yaitu Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan 
(Deperdatam) dan Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra). 
Meskipun antara tahun 1961 sampai dengan Agustus 1964 telah terjadi 
pergantian kabinet sebanyak 2 (dua) kali, namun Deperdatam dan 
Depperindra tidak mengalami perubahan. Perubahan organisasi baru terjadi 
pada periode konfrontasi dengan Negara Federasi Malaysia. 
Dalam Kabinet Kerja II, Chairoel Saleh ditetapkan sebagai Menteri 
Perindustrian Dasar dan Pertambangan, sedangkan Dr. Soeharto dan Mr. Arifin 
Harahap masing-masing sebagai Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri 
Perdagangan sampai perubahan kabinet tanggal 6 Maret 1962. Dalam Kabinet 
Kerja IV yang berakhir pada tanggal 27 Agustus 1964, Menteri Perindustrian 
dan Pertambangan masing-masing dipegang oleh Chairoel Saleh, Mayjend Dr. 
Aziz Saleh selaku Menteri Perindustrian Rakyat, sementara Menteri 
Perdagangan digantikan oleh Adam Malik. 
2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Perindustrian 
1. Visi  
Sebagai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang 
Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2015 
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 
2035. RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 
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tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan 
industri; 
Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara 
Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :  
a. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; 
b. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan 
c. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi. 
2. Misi 
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional 
mengemban misi sebagai berikut :  
a. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak 
perekonomian nasional; 
b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; 
c. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta 
industri hijau; 
d. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah 
pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau 
perseorangan yang merugikan masyarakat; 
e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 
f. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah 
Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan 
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g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara 
berkeadilan. 
Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan 
industri nasional adalah sebagai berikut :  
1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya 
alam; 
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energy; 
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) industri; 
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI); 
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), 
Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan sentra Industri 
Kecil dan industri menengah; 
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, 
penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada 
industri kecil dan industri menengah; 
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri; 
8. Melakukan pembangunan industri hijau; 
9. Melakukan pembangunan industri strategis; 
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan 
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri. 
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2.1.2 Logo Kementerian Perindustrian 
 
Gambar II.1 Logo Kementerian Perindustrian 
Sumber : www.kemenperin.go.id 
Bentuk logogram terinsipirasi dari gabungan stilasi daun, dengan 
sirkuit yang terdapat di dalam daun yang menghubungkan komponen 
elektronik satu sama lain tanpa kabel, dan roda gigi yang berjumlah 5 
(lima) melambangkan 5 (lima) asas negara Indonesia dan 5 (lima) nilai inti 
(core value) Kementerian Perindustrian yaitu Integritas, Profesionalisme, 
Inovatif, Produktif, dan Kompetitif. 
Kementerian Perindustrian diharapkan juga berperan dalam: 
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat; 
2. Penciptaan lapangan kerja; 
3. Peningkatan daya saing industri; 
4. kepedulian lingkungan; 
5. pengembangan inovasi pada pembangunan industri nasional. 
Bentuk huruf (typeface) yang bold dan dinamis merefleksikan 
kekuatan dan semangat dari Kementerian Perindustrian sebagai organisasi 
yang modern dan menjangkau seluruh masyarakat industri. Warna merah 
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oranye  melambangkan dinamis dan bijaksana. Sedangkan rangkaian 
warna biru pada huruf Kementerian Perindustrian menggambarkan 
pentingnya peran teknologi dalam pembangunan industri nasional, serta 
percaya diri dan kemandirian. Warna Hijau melambangkan pertumbuhan, 
kesejahteraan dan berwawasan lingkungan dan warna abu-abu 
melambangkan Sikap optimis dan berdaya guna. 
2.2 Struktur Organisasi Bagian Keuangan pada Direktotar Jenderal IKM 
Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk 
mencapai sasaran yang direncanakan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perindustrian, penyelenggaraan kegiatan Biro Keuangan 
dilaksanakan oleh 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian membawahi 
3 (tiga) Sub bagian. Pada bagian keuangan di Ditjen IKM praktikan 
ditempatkan di Sub bagian pembendaharaan dan gaji. 
Struktur Organisasi Biro Keuangan Kementerian Perindustrian 
Nomor. 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian, dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar II.2  Struktur Organisasi Biro Keuangan Ditjen IKM 
Sumber : rokeu.kemenperin.go.id 
 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan didukung oleh 
4 (empat) Bagian, yaitu: 
A. Bagian Pelaksanaan Anggaran 
Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran 
kementerian. Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: 
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1. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian; 
2. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan 
penatausahaan pelaksanaan anggaran kementerian; dan 
3. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan 
penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum. 
a) Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas : 
1) Sub bagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran; 
2) Sub bagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran; dan 
3) Sub bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan 
Layanan Umum. 
b) Masing-masing Sub bagian mempunyai tugas: 
1) Sub bagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan 
pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
anggaran kementerian. 
2) Sub bagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan 
pengendalian pelaksanaan penatausahaan pelaksanaan anggaran 
kementerian. 
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3) Sub bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan 
Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan 
penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum. 
B. Bagian Perbendaharaan 
Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pembinaan dan koordinasi perbendaharaan kementerian serta pelaksanaan 
urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata 
usaha, dan rumah tangga biro. Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan 
fungsi: 
1. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan 
perbendaharaan kementerian serta pengelolaan belanja pegawai satuan 
kerja Sekretariat Jenderal;  
2. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan 
pertanggungjawaban anggaran kementerian serta pengelolaan kas 
satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan 
3. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan 
pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro. 
a) Bagian Perbendaharaan terdiri atas: 
1) Sub bagian Penatausahaan Perbendaharaan dan Gaji; 
2) Sub bagian Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran; dan 
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3) Sub bagian Program dan Tata Usaha. 
b) Masing-masing Sub bagian mempunyai tugas: 
1) Sub bagian Penatausahaan Perbendaharaan dan Gaji 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 
koordinasi penatausahaan perbendaharaan kementerian serta 
pengelolaan belanja pegawai satuan kerja Sekretariat Jenderal.  
Pada bagian inilah praktikan di tugaskan, yang dimana bertugas 
untuk membantu pejabat penguji tagihan dan Penanda Tangan 
SPM. Berikut tugas dan wewenang penguji tagihan dan 
penanda tangan SPM : 
a) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, 
meliputi : 
1) Kelengkapan dokumen pendukung SPP dengan 
memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  
2) Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda 
tangan PPK 
3) Kebenaran pengisian format SPP  
4) Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan 
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, termasuk 
menguji kesesuaian antara pembebanan mata anggaran 
pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;  
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5) Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan 
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker,  
6) Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang 
menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja 
pegawai;  
7) Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi 
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan 
barang/jasa; 
8) Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran 
pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat 
keputusan; 
9) Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di 
bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak 
tagih;  
10) Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran 
kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih 
kepada negara; dan  
11) Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan 
pembayaran dalam perjanjian/ kontrak. 
b) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak 
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.  
c) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah 
disediakan dengan memeriksa ketersediaan pagu anggaran 
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dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan 
tidak melampaui batas pagu anggaran. 
d) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak 
tagih. 
e) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah 
pembayaran kepada KPA. 
2) Sub bagian Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 
koordinasi penatausahaan pertanggungjawaban anggaran 
kementerian serta pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat 
Jenderal. 
3) Sub bagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas 
melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan 
pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro. 
C.  Bagian Akuntansi 
Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi 
sekretariat jenderal dan kementerian, evaluasi laporan keuangan, dan 
penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi. Bagian 
Akuntansi menyelenggarakan fungsi: 
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1. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 
pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal; 
2. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian 
pelaksanaan akuntansi kementerian; dan 
3. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi 
laporan keuangan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan 
ganti rugi. 
a) Bagian Akuntansi terdiri atas: 
1) Sub bagian Akuntansi I; 
2) Sub bagian Akuntansi II; dan 
3) Sub bagian Evaluasi Laporan Keuangan dan Penyelesaian 
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi. 
b) Masing-masing Subbagian mempunyai tugas: 
1) Sub bagian Akuntansi I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pedoman teknis, pembinaan dan koordinasi 
pelaksanaan akuntansi keuangan sekretariat jenderal. 
2) Sub bagian Akuntansi II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pedoman teknis, pembinaan dan koordinasi 
pelaksanaan akuntansi keuangan kementerian. 
3) Sub bagian Evaluasi Laporan Keuangan dan Penyelesaian 
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi 
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mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 
koordinasi pelaksanaan evaluasi laporan keuangan dan 
penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi. 
D. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang 
milik negara kementerian. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi 
penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara kementerian. 
2.  Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
penatausahaan barang milik negara kementerian; dan 
3. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi 
pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara kementerian. 
a) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: 
1) Sub bagian Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang 
Milik Negara; 
2) Sub bagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan 
3) Sub bagian Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan 
Barang Milik Negara. 
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b) Masing-masing Subbagian mempunyai tugas: 
1) Sub bagian Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang 
Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi 
penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara 
kementerian. 
2) Sub bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi 
pelaksanaan penatausahaan barang milik negara kementerian. 
3) Sub bagian Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan 
Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi 
pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara 
kementerian. 
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BAB III 
 PELAKSANAAN PKL 
 
3.1 Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat 
Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian, 
Praktikan di tempatkan di Sub Bagian Pembedaharaan dan Gaji. Adapun 
bidang kerja yang Praktikan lakukan pada bagian Pembedaharaan dan Gaji 
adalah : 
1) Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas dalam Negeri. 
2) Melakukan Pemasukan Data Perjalanan Dinas dalam Negeri. 
3) Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak Pengadaan Barang/jasa. 
4) Memeriksa Dokumen Honor pegawai pada bagian Sekertariat  Direktorat 
Jenderal IKM. 
3.2 Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Jenderal 
Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian, selama 
kurang lebih dua bulan, dimulai tanggal 15 Juni 2015 – 15 Agustus 2015. 
Praktikan ditempatkan pada bagian Sub Bagian Pembedaharaan dan Gaji 
dikepalai oleh Bapak Triyono. 
Di lokasi PKL, Praktikan di bimbing dan diarahkan oleh Ibu wahyu 
sebagai pembimbing PKL. Selama kurang lebih dua bulan melaksanakan 
PKL, seluruh tugas yang Praktikan kerjakan selama pelaksanaan PKL tertera 
 
 
 
27 
secara terpirinci di lampiran. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tugas-
tugas yang Praktikan kerjakan selama PKL: 
A.  Memeriksa Dokumen Perjalana Dinas dalam Negeri. 
Pekerjaan yang dilakukan praktikan ini adalah perkerjaan yang 
dilakukan rutin dilakukan setiap harinya. Dalam pekerjaan ini praktikan 
ditugaskan untuk memeriksa berkas perjalanan dinas yang diajukan oleh 
pegawai IKM. Pekerjaan ini awalnya merupakan tugas dari ibu wahyu 
sebagai pelaksana sub bagian pembendaharaan dan gaji, akan tetapi 
setelah praktikan melaksanakan PKL di sana tugas ini dikerjakan 
praktikan bersama ibu Wahyu. Adapun alur dari pekerjaan ini sebagai 
berikut : 
Pengaturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap diatur 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.113/PML.05/2012 
tanggal 3 Juli 2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Per -22/PB/2013 
tanggal 30 Mei 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas 
Dalam dan Luar Negeri. 
Langkah – langkah dari pekerjaan ini antara lain :  
1. Menerima dokumen perjalanan dinas dari pegawai Ditjen IKM. 
2. Memeriksa jumlah pembayaran yang dimintakan dan kode kegiatan 
dalam DIPA pada surat permintaan pembayaran. 
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3. Memeriksa daftar nominatif perjalanan dinas dan usulan perjalanan 
dinas   berdasarkan panduan perjalanan dinas. 
4. Memeriksa tanggal pelaksanaan perjalanan dinas pada  surat tugas 
5. Memeriksa nominal rincian biaya perjalanan dinas 
6. Memeriksa nominal daftar pengeluaran rill 
7. Memeriksa tanggal da nominal tiket pesawat sebagai tanda bukti 
pelaksanaan perjalanan dinas 
8. Memeriksa tanggal dan nominal bill hotel sebagai tanda bukti 
pelaksanaan perjalanan dinas 
9. Memeriksa nama pegawai yang ditugaskan pada surat perjalanan dinas 
(SPD). 
10. Memberikan dokumen perjalanan dinas kepada kepala bagian 
keuangan yang selanjutnya akan ditandatangani. 
Ada beberapa ketentuan umum perjalananan dinas atau istilah – 
istilah yang terdapat pada dokumen perjalanan dinas, berikut ketentuan 
umum dalam dokumen  Perjalanan Dinas : 
1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan 
dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan 
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.  
2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi 
Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan Pejabat 
Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang.  
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3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang 
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 
berwenang diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negari, atau 
diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka 
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan yang berifat teknis profesional dan administrasi sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.  
5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati Batas 
Kota dan/atau Dalam Kota dari tempat kedudukan yang dituju, 
melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di 
dalam negeri. 
6. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat 
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan 
Surat Keputusan Pindah  
7. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
Dokumen yang oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka 
pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 
dan Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya.  
8. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 
Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.  
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9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.  
10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 
11. Perhitungan Rampung adalah Perhitungan biaya perjalanan yang 
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.  
12. Tempat Kedudukan adalah Lokasi Kantor Satuan Kerja.  
13.  Tempat Tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan 
perjalanan dinas  
14.  Kota adalah Kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di 
Indonesia di bawah provinsi. 
15. Tempat Tujuan Pindah adalah Tempat/Kota tujuan pindah.  
16. Pengumandahan (Datasering) adalah penugasan sementara waktu. 
 
B. Pemasukan Data Perjalanan Dinas dalam Negeri. 
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Perjadin Dalam Negeri) adalah 
perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara 
bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 kilometer dari batas kota, 
yang dilakukan dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan Negara atas 
perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat 
kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri 
dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di 
dalam negeri.    
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Perjalananan dinas dilakukan oleh pegawai dari berbagai macam bagian 
di ruang lingkup Ditjen IKM tidak hanya pada bagian keuangan tetapi juga 
dilakukan pada pegawai di bagian lain seperti bagian program, evaluasi dan 
pelaporan, bagian hukum dan kerja sama maupun pada bagian kepegawaian 
dan umum. 
Setelah dilakukannya pemeriksaan dokumen perjalanan dinas dalam 
negeri dilanjutkan oleh pemasukan dan pencatatan data perjalanan dinas, 
data yang di input yaitu adalah nama pegawai yang melakukan perjalanan 
dinas, tanggal pelaksanann perjalanan dinas, tujuan perjalanan dinas, serta 
total jumlah nominal perjalanan dinas. Berikut adalah bagan alur dari 
pemasukan data perjalanan dinas dalam negeri :  
Langkah – langkah dari pekrjaan ini antara lain : 
1. Menyiapkan data surat perintah tugas 
2. Menyiapkan data nominaltif (LS/pembayaran langsung) 
3. Menyiapkan daftar pengeluaran rill 
4. Menyiapkan bukti tiket pesawat 
5. Menyiapkan bukti bill hotel 
6. Pemasukan data yang telah disiapkan ke dalam komputer IKM  
7. Pencacataan data yang telah di input berupa nomor SPM dan nominal 
biaya yang dikeluarkan ke dalam buku rekapan IKM  
Pemasukan ini dilakukan agar mempermudah pembukuan dokumen 
perjalanan dinas yang ada sehingga tersusun secara rapi dan apabila 
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sewaktu-waktu diadakannya pemeriksaan data maka dapat ditemukan 
dengan cepat dan mudah. Selain itu, pemasukan dilakukan untuk menjamin 
keamanan sebagai bukti pertanggungjawaban bagi kegiatan pemerintah. 
 
C. Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak Pengadaan Barang/jasa. 
Dalam rangka melakukan penyetoran pajak atas pembayaran yang 
dilakukan bagian keuangan khususnya yang berkaitan dengan keperluan 
pegawai, Praktikan ditugaskan untuk memeriksa Surat Setoran Pajak (SSP). 
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terhutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. Kantor 
penerima pembayaran tersebut dapat berupa kantor pos, bank, 
BUMN/BUMD, atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.1 
Langkah – langkah dari pekerjaan ini antara lain : 
1. Memeriksa  penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran pada SSP 
2. Memeriksa penulisan jumlah pembayaran dengan nominal dan terbilang 
pada SSP 
3. Memeriksa penulisan uraian pembayaran pada SSP 
4. Memeriksa atau menghitung kembali faktur pajak 
                                                          
1 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hal. 31 
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Gambar III.1 Surat Setoran pajak PPH 22 
Sumber : bagian Keuangan 
 
D. Mengoreksi Dokumen Honor pegawai bagian Direktorat Jenderal 
IKM. 
Daftar honor pegawai yang Praktikan buat mengacu pada ketentuan 
tentang honor PNS terbaru yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 
30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan honor Pegawai Negeri Sipil. 
Perubahan tersebut berisikan tentang kenaikan honor PNS dari sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 
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(perubahan terakhir) menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015. 
Langkah-langkah dari pekerjaan ini antara lain : 
1. Menerima dokumen honor pegawai IKM 
2. Memeriksa daftar nama peneriman honor 
3. Memeriksa jumlah nominal honor 
4. Memeriksa tanda tangan para menerima honor serta Direktur Jendral 
 
Gambar III.2 Daftar Penerimaan Honorium 
Sumber : bagian Keuangan 
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3.3 Kendala yang dihadapi 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mengalami 
beberapa kendala yang harus dihadapi selama melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Praktikan antara lain: 
1. Penyesuaian Diri di Lingkungan Baru 
Pada awal melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Praktikan 
masih merasa malu dan canggung untuk berkomunikasi kepada para 
pegawai bagian keuangan. Hal ini disebabkan karena Praktikan masih 
belum mengenal para pegawai dibagian keuangan dan masih minimnya 
komunikasi diantara Praktikan dan para pegawai. 
2. Perjalanan Dinas Pegawai  
  Saat melakukan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan sering ditinggal 
dinas keluar kota oleh Staff, Kepala Sub Bagian serta Kepala Bagian 
keuangan. Hal ini disebabkan karena pada saat dan setelah bulan 
Ramadhan, bagian keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan 
Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian banyak mengikuti 
pelatihan-pelatihan serta seminar-seminar. Maka menyebabkan Praktikan 
mengalami satu waktu yang sibuk dengan berbagai macam tugas, 
sementara di waktu lain kosong tidak ada kesibukan karena Praktikan 
tidak mendapat tugas apapun.  
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3.4 Cara mengatasi masalah 
Untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul ketika pelaksanaan 
praktik kerja lapangan, Praktikan mencoba mencari solusi agar kendala dapat 
teratasi tanpa memengaruhi kinerja Praktikan. Solusi-solusi yang ditempuh 
Praktikan antara lain : 
1. Penyesuaian Diri di Lingkungan Baru 
Dalam mengatasi penyesuaian diri di lingkungan baru dapat diatasi 
Praktikan dengan mengenal para pegawai bagaian keuangan. Selain itu, 
praktikan juga mencoba untuk lebih aktif berkomunikasi dan menjalin 
hubungan yang baik dengan para pegawai.  
Komunikasi berperan penting dalam suatu organisasi. Komunikasi 
merupakan dasar dalam pencapaian tujuan bersama. Suatu kegiatan dapat 
berjalan lancar karena adanya komunikasi. Oleh karena itu komunikasi 
diperlukan. 
Menurut Sedarmayanti, komunikasi adalah penyampaian pendapat, 
pesan, atau lambang yang mengandung pengertian bagi antar perorangan 
atau golongan.2 Begitu pula dengan Miller Onong mengemukakan 
pendapat bahwa Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh 
seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, 
pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak 
langsung (melalui media).3 
                                                          
2 Ida, Nuraida, Manajemen Administrasi Perkantoran, (Yogyakarta : Kanisius, 2008), hal. 47 
3 Ibid, hal. 47 
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Dari teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi 
merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 
untuk mencapai tujuan bersama. 
 
2. Perjalanan Dinas Pegawai  
Dalam mengatasi permasalahan kendala pada pegawai yang sering 
melakukan perjalanan dinas dan mengakibatkan praktikan tidak 
mendapatkan tugas sewaktu – waktu dapat diatasi Praktikan dengan cara 
berinisiatif meminta tugas agar tidak ada waktu yang dihabiskan dengan 
berdiam diri saja. Praktikan tidak hanya menunggu diberi tugas, akan 
tetapi juga menanyakan dan menawarkan bantuan ke pegawai lain.   
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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1 Kesimpulan  
Praktikan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Bagian  Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) 
Kementerian Perindustrian. Setelah selesai, Praktikan mendapatkan wawasan 
dan pengalaman baru mengenai dunia kerja pada kenyataannya. Beberapa 
kesimpulan yang dapat diambil oleh Praktikan adalah sebagai berikut:  
1. Praktikan telah menyelesaikan PKL yang dilaksanakan selama kurang  
lebih dua bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni hingga 14 Agustus 2015 
di  Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Jakarta Selatan.   
2. Praktikan ditempatkan di Direktorat Jenderal Industri Kecil dan 
Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian bagian keuangan sub 
bagian Pembendaharaan dan Gaji. Adapun tugas Praktikan selama PKL 
adalah:   
a. Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas dalam Negeri. 
b. Melakukan Pemasukan Data Perjalanan Dinas dalam Negeri. 
c. Mengitung pajak Surat Setoran Pajak Pengadaan Barang/jasa. 
d. Mengoreksi Dokumen Honor pegawai bagian Direktorat Jenderal 
IKM. 
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3. Praktikan mengetahui dan memahami mengenai sistem keuangan di 
kantor pemerintahan khususnya pada sub bagian pembendaharaan dan 
gaji di Direktorat Jenderal IKM 
4. Praktikan juga mendapat pengalaman bagaimana cara bertanggung 
jawab atas pekerjaan yang sudah diamanatkan untuk dapat diselesaikan 
tepat waktu, sehingga praktikan bekerja dengan penuh tanggung jawab, 
kreatif, inisiatif dan berani bertanya serta menyampaikan pendapat. 
Oleh karena itu, praktikan di sini dituntut untuk selalu aktif dalam 
bekerja. Semuanya itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi 
praktikan. 
 
4.2 Saran  
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang diselenggarakan 
oleh Universitas Negeri Jakarta dengan pelaksanaan dibagian keuangan 
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah  dan mengetahui secara 
langsung bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai Bagian 
Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, maka Praktikan 
ingin memberikan saran dan masukan yang semoga bermanfaat bagi instansi, 
universitas, dan para mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja 
lapangan, yaitu: 
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1. Saran untuk Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 
(IKM) Kementerian Perindustrian   
a. Untuk Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, khususnya 
kepada Mentor Praktikan agar lebih memperhatikan pelaksanaan 
PKL khususnya pekerjaan yang dikerjakan oleh Praktikan.   
b. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah lebih meningkatkan 
mengawasan terhadap kedisiplinan pegawainya agar bekerja sesuai 
dengan peraturan yang ada. Praktikan melihat masih banyak pegawai 
yang datang terlambat serta menunda pekerjaan yang sebenarnya bisa 
dikerjakan secepatnya.   
 
2. Saran untuk Universitas   
a. Pihak Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 
Manajemen Fakultas Ekonomi agar memberikan materi tentang 
sistem keuangan pemerintahan tidak hanya perusahaan umum kepada 
mahasiswanya. 
b. Pihak Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi ada 
baiknya memberikan beberapa rekomendasi tempat PKL kepada 
mahasiswa di perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi yang 
bekerjasama dengan UNJ atau sebelumnya ada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi yang pernah PKL di sana. 
c. Fakultas Ekonomi khususnya Program studi S1 Manajemen 
menghimbau serta membiasakan mahasiswanya untuk terjun 
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langsung kelapangan dengan cara memberi tugas yang 
mengharuskan mahasiswa turun kelapangan untuk mencari sebuah 
informasi atau melakukan penelitian untuk mengamati suatu 
permasalahan dan untuk mengetahui perkembangan zaman suatu 
industri sehingga akan sangat membuka wawasan bagi mahasiswa. 
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LAMPIRAN 1 
KEGIATAN SELAMA PKL 
NO. Tanggal Waktu Aktifitas 
1 15 Juni 2015 09:00 – 15:00 - Perkenalan dengan karyawan di  
bagian keuangan   
- Halal bihalal Dirjen IKM bagian 
keuangan    
2 16 Juni 2015 09:00 – 15:00 - Mempelajari tentang Peraturan 
Kementerian Perindustrian dari buku  
yang diberikan 
3 17 uni 2015 09:00 – 15:00 - Mempelajari tentang Peraturan 
Kementerian Perindustrian dari buku  
yang diberikan 
4 18 Juni 2015 09:00 – 15:00 - Mempelajari tentang Peraturan  
Kementerian Perindustrian dari buku 
yang diberikan 
5 19 Juni 2015 09:00 – 15:00 - Mempelajari tentang Peraturan 
Kementerian Perindustrian dari buku 
yang diberikan 
6 22 uni 2015 09:00 – 15:00 - Melakukan Pemasukan Data 
Perjalanan Dinas dalam Negeri 
7 23 Juni 2015 09:00 – 15:00 - Melakukan Pemasukan Data 
 
 
 
45 
Perjalanan Dinas dalam Negeri 
8 24 Juni 2015 09:00 – 15:00 - Melakukan Pemasukan Data 
Perjalanan Dinas dalam Negeri 
9 25 Juni 2015 09:00 – 15:00 - Melakukan Pemasukan Data 
Perjalanan Dinas dalam Negeri 
- Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
10 26 Juni2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
11 29 Juni 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
12 30 Juni 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
13 1 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
14 2 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri  
- Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak 
Pengadaan Barang/jasa 
15 3 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri  
- Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak 
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Pengadaan Barang/jasa  
16 6 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
- Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak 
Pengadaan Barang/jasa 
17 7 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Melakukan Pemasukan Data 
Perjalanan Dinas dalam Negeri 
- Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak 
Pengadaan Barang/jasa 
18 8 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri  
- Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak 
Pengadaan Barang/jasa 
19 9 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak 
Pengadaan Barang/jasa  
- Melakukan Pemasukan Data 
Perjalanan Dinas dalam Negeri 
20 10 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
21 13 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
22 14 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
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23 15 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
24 22 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri  
- Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak 
Pengadaan Barang/jasa 
25 23 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Melakukan Pemasukan Data 
Perjalanan Dinas dalam Negeri 
- Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
26 24 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Melakukan Pemasukan Data 
Perjalanan Dinas dalam Negeri 
- Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
27 27 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
28 28 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
29 29 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Honor pegawai 
bagian Direktorat Jenderal IKM. 
30 30 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Honor pegawai 
bagian Direktorat Jenderal IKM. 
31 31 Juli 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Honor pegawai 
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bagian Direktorat Jenderal IKM. 
32 3 Agustus 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Honor pegawai 
bagian Direktorat Jenderal IKM. 
33 4 Agustus 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Honor pegawai 
bagian Direktorat Jenderal IKM. 
34 5 Agustus 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Honor pegawai 
bagian Direktorat Jenderal IKM. 
35 6 Agustus 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Honor pegawai 
bagian Direktorat Jenderal IKM. 
- Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
36 7 Agustus 2015 09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Honor pegawai 
bagian Direktorat Jenderal IKM. 
- Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
37 10 Agustus 
2015 
09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri  
- Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak 
Pengadaan Barang/jasa 
38 11 Agustus 
2015 
09:00 – 15:00 - Melakukan Pemasukan Data 
Perjalanan Dinas dalam Negeri 
- Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
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39 12 Agustus 
2015 
09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
40 13 Agustus 
2015 
09:00 – 15:00 - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas 
dalam Negeri 
41 14 Agustus 
2015 
09:00 – 15:00 - Perpisahan dan mohon pamit  dengan 
bagian keuangan 
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LAMPIRAN 2 
DOKUMEN PERJALANAN DINAS 
1. Surat Permintaan Pembayaran  
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2. Bukti Penerimaan Negara 
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3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 
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4. Daftar Nominatif Perjalanan Dinas 
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5. Daftra Usulan Perjalanan Dinas 
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6. Surat Tugas 
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7. Bukti Pengeluaran Kas 
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8. Rincian Biaya Perjalanan Dinas 
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9. Daftar Pengeluaran Rill 
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10. Bukti Tiket Pesawat 
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11. Bukti Bill Hotel 
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12. Surat Perjalanan Dinas (SPD) 
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13. Bukti Kehadiran 
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LAMPIRAN 3 
DOKUMEN HONOR 
1. Surat Keputusan (SK) 
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2. Daftar Penerimaan Honorium (pada bulan Mei 2015) 
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3. Daftra Penerimaan Honorium (pada bulan April 2015) 
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4. Daftar Rekap Akun Penerimaan Honorium 
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LAMPIRAN 4 
DOKUMEN PEDOMAN BIAYA PERJALANAN DINAS 
1. Pedoman Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
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2. Pedoman Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
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3. Pedoman Biaya Tiket Pesawat  Perjalana Dinas Dalam Negeri (PP) 
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4. Pedoman Biaya Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Negeri  
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LAMPIRAN 5 
DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK PENGADAAN BARANG/JASA 
1. Daftar Akun Pengadaan Barang/Jasa 
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2. Surat Setoran Pajak Pengadaan Barang/Jasa (PPH Pasal 22) 
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3. Surat Setoran Pajak Pengadaan Barang/Jasa (PPN) 
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4. Faktur Pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
LAMPIRAN 6 
Surat Permohonan Izin Prakrik Kerja Lapangan 
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LAMPIRAN 7 
Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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LAMPIRAN 8 
Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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LAMPIRAN 9 
Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
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LAMPIRAN 10 
Surat Persetujuan Sidang PKL 
 
